BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten
Jepara

angat diperlukan untuk

Sebelah
Sebelah Selata

Sebelah Barat berbatasarms

Jarak Desa Banjaragung ke Ibu Kota Kecamatan Bangsri yaitu + 5 Km

dapat ditempuh dengan waktu + 15 menit apabila menggunakan kendaraan

45
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bermotor. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara sejauh £ 20 Km dengan

jarak tempuh + 60 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor.

Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut,

wilayah Desa Banjaragung terletak mulai dari 300m sampai dengan 500m.

L + 458.262 Ha, dengan perincian

1. Kemudian

&) wilayah, yaitu

wilayah dataran rendah di bagian Barat dan wilayah dataran tinggi di bagian

Timur.
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4.1.2. Kondisi Demografis Desa Banjaragung

Berdasarkan data administrasi desa, penduduk Desa Banjaragung pada
Tahun 2017, berjumlah 6.994 jiwa terdiri dari: penduduk berjenis kelamin laki-lai
3.438 jiwa dan perempuan 3.556 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di
Dukuh Durenan sebanyak 914 jiwa, dan penduduk terbanyak terdapat di Dukuh

Sidomulyo sebanyak 1.8544

¥

81 R AN

6
7
8. | Pensiunan
9

Pelajar dll 1.913

Sumber : Profil Desa Banjaragung 2017
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4.1.3.Kondisi Ekonomi Desa Banjaragung

Hasil analisis potensi unggulan desa merupakan pijakan, dalam rangka
merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi desa di Desa Banjaragung dalam
kurun waktu lima tahun kedepan. Analisis diarahkan untuk menciptakan

keterkaitan ekonomi antar kawasan dj dalam wilayah desa dan keterkaitan

ekonomi antar wilayah de gkan diperoleh pengetahuan

£ sebagali

Potensi lain di B budidaya jamur, yang
mempunyai nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi, selain itu juga
industri konveksi meskipun masih skala kecil, dan juga banyak industri rumahan

yang tergabung dalam kube-kube yang memproduksi banyak makan-makanan

ringan.
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Kemudian potensi sektor pertanian yang merupakan sektor andalan desa
adalah padi, jagung, dan ketela pohon yang merupakan penyumbang terbesar bagi
perekonomian masyarakat Desa Banjaragung dari + 238 Ha sawah yang berada di
Desa Banjaragung. Sektor pertanian ini setiap tahun mampu memperoleh hasil

produksi padi £ 3.500 Ton/Ha, yang apabila dirupiahkan mencapai + Rp

833.000.000,-. Potensi se asar ini perlu terus dilakukan

pembinaan agar gelalui  pelatihan-

pelatihan, pun dalam

Urusan
Keuang

Urusan
Kepemeri

Kepala Dusun

: Garis Instruksi
____________ : Garis Koordinasi

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Banjaragung

Sumber : Profil Desa Banjaragung
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Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan

sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai

wewenang:

a. Memimpin penyelenggaragg Rae: . esa berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersa

Melaksanakan wewenang lain sesua¥dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD
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berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang:

Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa.

fOata untuk

kelancaran pangunan, dan

kemasyarakatan.

Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan.

Pelaksanaan administrasi umum.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakat.
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Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas

sekretariat.

Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.

. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan kania

sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa,
pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan
penyusunan APBDes. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya

adalah:
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a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerima dan uang yang menjadi

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.

c. Menerima, menyimpan, mena adan membukukan uang atau surat

berharga dalam pg

program dan

perencanaan desa.

k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan

laporan pelaksanaan program dan perencanaan.
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I. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program Kkerja pelaksanaan

tugas kerja bersama.

m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

. Menyampaikan Laporan Peflangs Ran (1 PJ) kepada Kepala Desa.

Membina d#

g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.

h. Pelaksana investarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku

di desa.
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i. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya

desa.

6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kersa) mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat.

. Melakukan pembinaga ghatan, KB, posyandu, dan

dan kelahiran

serta pengurusan J€

h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.

i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.
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7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas
pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan

fungsi Kaur Pembangunan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan

program dan perencanaan pengelolafg keuangan dan kekayaan desa.

. Menyusun prograg

Menyusun  progra oordinasi  pembinaan

pemerintahan desa.

b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan

administrasi kependudukan dan catatan sipil.
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c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan

sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa.

d. Merampungkan, mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data yang terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

e. Menyelenggarakan kegiatag dengan bidang pertahanan dan

kependudukan.

gbangunan

. Melaksanakan tuga®

9. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:

a. Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan

penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.
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b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang

terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa.

c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan.

d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa.

secara umum a
wilayah penduduk produf A ang telah didata secara
administrasi pelaksanaan program ADD, desa juga telah rutin memberikan
sosialisasi kepada seluruh warga melalui anggota desa, ketua RW, ketua RT, dan
juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga Banjaragung. Meskipun

diperlukan penyempurnaan atau perbaikan demi kepentingan kearsipan.
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Dalam hal melayani masyarakat yang berkaitan dengan program ADD
yang berkaitan dengan kegiatan Tri daya masyarakat, di Desa Banjaragung telah
merangkum usulan masyarakat tingkat RT yang terarsip dalam RPJMDes dan
terdikte jelas diusulan-usulan kegiatan tiap tahun, sebagai dasar acuan kerja dan

prioritas program ADD Desa Banjajagung. Hal itu dikarenakan dengan

terjaminnya pemerataan pLa dampak pula dengan kondisi
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4.1.6. Struktur Organisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Banjaragung

BKM/LKM

SEKRETARIAT
BKM/LKM

Unit

Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola
Keuangan Lingkungan | Sosial (UPS) Pengaduan
Masyarakat

(UPPM)

MASYARAKAT MISKIN

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa
Sumber : Peraturan BKM Desa Banjaragung 2017
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1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat

dibidang ADD merupakan lembaga yang bersifat kolegtif kologia, yang mana
setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pada perjalanan

periode masa bakti anggota BKM menunjuk koordinator BKM guna sebagai

pimpinan dalam menyelenggarakan prafi@s ADD. Anggota Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) dig M mulai dari tingkat

RT, RW hingga }

[AriaTAmavavallYas Mo navaraiT AT

Menetapkaf unit-8 0 pampingan pelaksanaan

program BKM dalam program ADD:

f. Menetapkan lokasi-lokasi atau sasaran penerima ADD.
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2. Kesekretariatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Kesekretariatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) bertindak
sebagai  koordinator  pelaksanaan  pengelolaan keuangan BKM dan
bertanggungjawab  kepada koordinator BKM. Kesekretariatan Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) memgayai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan me

lllll
v,

yoan apa yang

b. Unit Pengelola diangkat BKM dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.

Unit-Unit Pengelola BKM sebagai berikut:
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1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Tugas dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah:

a. Mengelola kegiatan BKM dibidang ekonomi atau keuangan.

b. Melakukan pendampingan penyugunan usulan kegiatan KSM Ekonomi.

. Mengendalikan 4 Ekonomi.

c. Mengendalikan kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan
perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM atau panitia

pembangunan.
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d. Motor penggerak masyarakat, dalam membangun kepedulian bersama dan
gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan

pemukiman.

e. Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya.

Melaporkan kegiatan KSMLi

Menfasi Moo & #T omam komunikasi

belajar desa (KBD).
f.  Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial.
g. Melaporkan kegiatan KSM sosial pada pihak terkait.

h. Menjalin kemitraan dengan pihak lain.
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4) Dewan Pengawas UPK

Dewan pengawas adalah orang yang bertanggungjawab terhadap

BKM atas pelaksanaan kegiatan R.I.F dijalankan sesuai dengan AD/ART.

Tugas dari Dewan Pengawas UPK adalah:

a. Melaksanakan At git terhadap UPK untuk

Sedangkan tangQ¥

a) Bertanggungjawab terhadap BKM atas terselenggaranya pengawasan,
monitoring, evaluasi dan audit terhadap UPK dan melaporkan hasil

kegiatan tersebut dalam kesempatan pertama setelah kegiatan.
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b) Memastikan program dan pelayanan pinjaman bergulir UPK tepat sasaran

dan sesuai dengan kebutuhan pinjaman KSM.

c) Memastikan bahwa dana-dana hasil penggalangan dari pemerintah/ swasta
telah diadministrasikan dan disalurkan oleh UPK sesuai ketentuan/

kesepakatan.

Memberikan te, PK berdasarkan hasil

i) Memegang teguh  kerahasiaan  hasil-hasil ~ pemeriksaan  dan

bertanggungjawab atas penggunaannya.
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4.1.7.Visi dan Misi Desa Banjaragung

1. Visi Desa Banjaragung

Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Desa
Banjaragung menetapkan visi lima tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa B@giaragung sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa eligius, aman, maju,

demokratis dag

arahkan untu
agar tercipta kesina PPiinginkan. Misi yang
dirumuskan Desa Banjaragung untuk mengemban pencapaian visi lima tahun

yang akan datang adalah :

“Pembangunan di bidang Pemerintahan, pembangunan di bidang Sarana

Prasarana Fisik, dan pembangunan di bidang Sosial/ Kemasyarakatn™.
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4.1.8. Isu-Isu Pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Banjaragung
Gambaran umum atau potret kondisi daerah yang telah diuraikan diatas,

dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Desa

Banjaragung dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan 3

(tiga) Tahun kedepan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan

menentukan agenda kebijg dan kegiatan pembangunan

yang akan diguli

irang mampu.

4.1.9. Arah Kebijakan Keuangan Asi Dafa Desa (ADD) Desa
Banjaragung

Secara umum kebijakan keuangan Desa Banjaragung diarahkan pada
peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan desa disertai

dengan efisiensi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Untuk
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meningkatkan sumber penerimaan dana, diperlukan langkah-langkah dan arah

kebijakan keuangan desa sebagai berikut:

1. Mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan desa, khususnya sumber-
sumber Pendapatan Asli Desa, melalui optimalisasi pendapatan dan

penerimaan hasil lelang kekayaan

2. Meningkatkan pe daran membayar pajak

dan retrib

asil atau
Kinerja se8 Pa memberikan

hasil yang

Selain melalui optimalisasi penerimaan pendapatan, maka untuk
meningkatkan penerimaan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan Alokasi

Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta
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berbagai bentuk bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun

Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui:

1. Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan desa yang

bersumber dari APBN, APBD Jvinsi Jawa Tengah maupun APBD

an Ssarana prasarana

.\\IAHQ

Alokasi
dana perangsang untuk nTcHee gdlayai program ADD yang
ditunjang dengan partisipasi, swadaya, dan gotong royong masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.
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Tujuan diberikannya ADD antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan program ADD oleh Desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

sesuai dengan kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuag emasyarakatan di Desa dalam

perencanaan, pela Junan serta partisipatif

Biaya Kantor

b. Biaya Rapat

134

Biaya Transportasi

o

Biaya Insentif-Insentif:
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1) Insentif sekretariat

2) Insentif UPL

3) Insentif UPS

4) Insentif DP-UPK

2. Sebesar 70% dari

masing-masi i

BD) yang diterima oleh

Unit Pen!

a. Bantuan Ekonomi Belt®

b. Bantuan Ekonomi Hibah

c. Prasarana Kegiatan Pinjaman Bergulir

d. Prasarana produksi
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e. Prasarana pemasaran

3) Unit Pengelola Sosial (UPS), terdiri dari:

a. Prasarana sosial

b. Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pglatihan Sosial

7. Untuk membeli pakaian atau baju seragam.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harus

berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:
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1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola atau penerima

yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh

seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

. Seluruh kegiatan harus dapa Bagungjawabkan baik secara teknis

gber tahun

2. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa.

3. Bendahara atau Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan ataua

Bendahara Desa yang diberi mandate dalam recimen rekening desa.
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Personalia Tim Pelaksana ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan
kegiatan fisik proyek ADD merupakan Unit-Unit Pelaksana dibantu oleh
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, RT, RW, Lembaga lain yang

dibutuhkan) yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.

"1 satu cara yang

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untu dan menerangkan atas Kkinerja,
tindakan dan hasil kerja seseorang atau institusi kepada pihak-pihak yang
memiliki hak atau kewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban atau

keterangan tersebut. Dimana nantinya terdapat penilaian terhadap keberhasilan
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atau kegagalan di dalam proses pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban tersebut terkait langsung dengan aktivitas birokrasi
pemerintahan dalam memberikan suatu pelayanan publik sebagai kontra prestasi

atas hak-hak yang telah dipungut secg#@ langsung maupun tidak langsung dari

masyarakat. Pertanggug dengan media yang

memadai, kemud ak internal dan

Akuntabilitas dala Rlokasi Dana Desa (ADD)
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berikut
ini hasil wawancara penulis terkait sistem akuntabilitas Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
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4.2.1.Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapat desa yang
penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes

adalah forum musyawargh R Usulan perencanaan atau
program pembaniea fhsip Perencanaan
Pembangug

keterlif

tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan desa dengan prinsip partisipatif dilakukan
dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan

pembangunan desa dari lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat



78

desa. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam musyawarah desa vyaitu

memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.

Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam
pengambilan keputusan dalam proses pembangunan desa baik terlibat secara

langsung maupun melalui institusi atau Mnbaga yang mewakilinya. Implementasi

terkait program-prograrg aksanakan dalam rangka

untuk  meningka Desa

Bendahara Desa Banjarate anggal 08 Januari 2019

sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik terbukti adanya
musrenbangdes, masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan
masukan program. Dan mereka sendiri yang menentukan mana program
yang menjadi skala prioritas desa”.
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan ADD di
Desa Banjaragung sudah menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan
warga masyarakat. Di buktikan dengan adanya keterlibatan warga masyarakat
desa dalam proses perencanaan pembangunan desa dengan didasarkan pada

antusias yang tinggi dari kehadiran Wwarga masyarakat desa dalam forum

musrenbangdes. Warga m3 angat berpartisipasi dalam

memberikan tan@eqp3 gpada Pemerintah

Desa dalarg ! gl J NdPsy\/2 ’ derencanaan

Kepala Desa mengadakan
musyawarah desa untuk
membahas ADD

Musyawarah desa
dihadiri oleh BPD,
lembaga kemasyarakatan,
masyarakat serta tim

%\ '%‘V/QL«J,.J\ b

Rancangan ADD disepakati Tim pelaksana ADD

dalam musyawarah desa dan menyampaikan rencana

menjadi salah satu bahan penggunaan ADD
penyusunan berdasarkan prioritas

Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan ADD
Sumber : UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk warga masyarakat dalam
memberikan dan menyampaikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi

warga masyarakat desa terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Apabila
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ditinjau dari prinsip partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan
penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi warga
masyarakat Desa Banjaragung sudah cukup baik. Dibuktikan dengan tingkat
partisipasi warga masyarakat dalam menghadiri musyawarah desa dengan sebuah

pernyataan Bapak Syaifuddin selaku, Bendahara Desa Banjaragung, hasil

wawancara pada tanggal 02

“Tingkat s erbukti  adanya
MmusLe * memberikan

fitindak lanjuti

Dari uraian tersg Pahwa mekanisme tahap
perencanaan pada pengelolaan ADD di Desa Banjaragung berawal dari
pelaksanaan musyawarah desa yang mana musyawarah tersebut diselenggarakan

oleh Pemerintah Desa Banjaragung yang diikuti oleh mitra kerja Pemerintah Desa

Banjaragung yang berasal dari seluruh unsur kelembagaan masyarakat desa
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Banjaragung. Pelaksanaan musyawarah bertujuan untuk membahas beberapa

Rancangan Penggunaan Dana (RPD).

Usulan dari masing-masing RT/RW yang disalurkan oleh para peserta
musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk menentukan program

pembangunan desa. Hal ini didukungengan pernyataan Bapak Misbahuddin,

Ama. selaku Kepala Deg pada tanggal 08 Januari

2019 sebagai beri

S
27771411 )28

A CICH

selaku

berikut:

“Pemerifita J se K seranjutnya dibuat
RKP dengan memne ; #, yaitu dengan melihat
kebutuhan yang paling mendesak dan dICarl yang paling penting”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengakomodir segala
masukan dari warga masyarakat desa yang diwakili oleh peserta musyawarah desa
dalam proses perencanaan pengelolaan ADD, Pemerintah Desa Banjaragung

menampung semua aspirasi atau masukan-masukan yang disampaikan oleh
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peserta musyawarah desa yaitu warga masyarakat desa. Untuk menentukan
program yang akan menjadi program desa dibuat skala prioritas, karena tidak

semua usulan program dapat dianggarkan desa.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ADD merupakan hal

utama yang diperhatikan oleh Pemerjigh Desa Banjaragung. Hal ini karena

usulan atau aspirasi da arana bagi Pemerintah

Oasarkan

erdasarkan presentase
kegunaannya bagi masyarakat dan yang'paling mendesak untuk segera dipenuhi.
Pertama, skala prioritas dibuat pada saat musyawarah tingkat RW di tiap-tiap RW
yang berguna untuk menentukan program pembangunan tingkat RW. Skala

prioritas tingkat RW ini dibuat oleh masing-masing RT, serta skala prioritas yang
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dibuat di tiap RW bertujuan untuk menyeleksi semua usulan dari masyarakat di

tiap-tiap RT.

Selanjutnya, hasil skala prioritas tiap-tiap RW ini akan dibawa ke
musyawarah desa. Usulan dari masing-masing RW yang disalurkan oleh para

peserta musyawarah desa lalu dibuat yda skala prioritasnya untuk menentukan

program pembangunan ang berwenang dalam

menentukan skald s. Tim Perumus

dilaksanakan ngeluaran yang

sah. Dalam pelaksanaan ADD perkembangan pelaksanaan
kegiatan pada musyawarah desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan
penyerapan dana anggaran dengan demikian dapat diketahui bahwa

tanggungjawab pengelolaan ADD, dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan

ADD ditempuh melalui prinsip pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan
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masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara
dengan Bapak Misbahuddin, Ama. selaku Kepala Desa Banjaragung, pada tanggal

08 Januari 2019 yang mengatakan:

“Program yang menjadi program ADD seluruhnya berasal dari anggaran
ADD dan semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah seperti noj#an kwitansi”.

Hal ini senada de iuddin selaku Bendahara

Desa Banjaragu ari 2019 sebagai

berikut:

pengelolaan

melaksanakan
dan mengelola atas kegiatan-kegiatanY yang dibiayai dari dana ADD. Tim
pelaksana kegiatan memiliki tugas mengenai pekerjaan dilapangan, sedangkan
untuk bendahara bertugas melaksanakan segala urusan di bidang keuangan dan

keadministrasian.
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Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh
bendahara desa. Setelah proses pencairan dana tersebut pihak-pihak dan mitra
kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang
sesuai pada Rencana Penggunaan Dana (RPD). Namun dalam pengambilan dana

tersebut tidak dapat dilakukan secara lagngsung, melainkan dana yang diberikan

secara bertahap yang dilgk Ranan yaitu 30%, 40%, dan

30%. Dibuktikan ‘ eNg

-----

Banjaragung, hasil wawa

“Untuk pencairan dana desa itu secara bertahap sesuai dengan prosedur
dari pemerintah pusat”.

Jadi dalam realisasi keuangan ADD tahun 2017 untuk biaya aparatur dan

operasional pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat terbagi kedalam
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beberapa tahapan, yaitu untuk tahap 1 sebesar Rp 169.430.100, tahap 2 sebesar Rp

225.906.800, dan tahap 3 sebesar Rp 169.430.100.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari ADD
sepenuhnya dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ADD. TPK bertugas

untuk mengelola semua pelaksanaandgrogram pembangunan desa. Adapun

kegiatan-kegiatan atau dari dana ADD sesuai

Misbahudd

tanggal 08 Jan

¢

“Ada banyak mbak, diantaranya Menunjang kegiatan PLKB, kegiatan hari-
hari besar nasional dan daerah, menunjang operasional kegiatan
BUMDES, kegiatan Forum Kesehatan Desa (FKD), kegiatan pelestarian
budaya desa atau sedekah bumi dan lain-lain”.

Berdasarkan informasi diatas terdapat beberapa kegiatan yang didanai dari

dana ADD Desa Banjaragung yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya
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untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Banjaragung sesuai dengan Visi
dan misi desa. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat didukung dengan partisipasi

yang tinggi dari warga masyarakat Desa Banjaragung. Warga masyarakat desa

sangat terbantu dengan adanya kegiatan-kegiatan penunjang tersebut.

melakukan
a bertahap”.

(Hasil wawancza Btlaku Bendahara Desa

Banjaragung, pada tanggal 08 Januari 2019).

Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Syaiful Ulum selaku Sekretaris
Desa Banjaragung, hasil wawancara pada tanggal 08 Januari 2019 sebagai

berikut:
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“Melalui LKPJ, LPPD yang diserahkan ke BPD sebagai bentuk
pertanggungjawaban petinggi, untuk pertanggungjawaban terhadap
masyarakat, kami melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa
dan melalui pemasangan benner tentang jumlah Alokasi Dana Desa,
jumlah Dana Desa dan segala bentuk peruntukannya, yang kemudian
dipasang di depan balai desa agar semua masyarakat tau bahwa Alokasi
Dana Desa dapat berapa, Dana Desa berapa dan untuk apa saja”.

Hal ini diperkuat dan dipertegas dengan pernyataan Bapak Sudarmono

selaku Ketua RT 02 RW ( amiada tanggal 11 Januari 2019

sebagai berikut:

LSS

dalam pengeld#a
administrasi keuangan ADD paik yaltu setiap pembelanjaan yang
menggunakan dana dari ADD harus disertai dengan bukti seperti nota dan

kwitansi.
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Evaluasi pelaksanaan program yang didanai dari ADD juga membimbing
warga masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan koreksi,
masukan dan saran dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat
desa, bendahara, tim pelaksana ADD agar pertanggungjawaban pengelolaan ADD

dapat diselesaikan dengan cepat dan,tepat. Dapat diketahui bahwa dalam

pelaksanaan ADD sudah e alang tata kelola administrasi

019 sebagai

berikut:

“Untuk keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan dan
kami rencanakan”.

Hal ini diperkuat dan dipertegas dengan pernyataan Bapak Misbahuddin,
Ama. selaku Kepala Desa Banjaragung, hasil wawancara pada tanggal 08 Januari

2019 sebagai berikut:
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“Telah sesuai dengan rencana awal dan itu hasil dari musyawarah desa”.

Berdasarkan dari informan mengenai evaluasi kesesuaian antara
perencanaan ADD dengan hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Banjaragung secara

fisik dapat dipertanggungjawabkan dan sudah berdasarkan pada prinsip

tanggunggugat maupun tapgd , forum evaluasi yang
dilaksanakan tg sparansi  dalam
pertanggungy : JELlE s mRerlu adanya

Secara




